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Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

TENTANG

TATA CARA PEMBAITARAN

DANA HIBAH DARI SEKTOR. KEHUTANAN

BUP/\TI KATING/I\N

bahwa kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembayaran
Dana Hibah dari setiap pemegang ijin usaha dibidang
Kelrutanan, perlu ditetapk;rn Tata Cara Pembayaran Dana
Hibah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan di Bidang
Kehutanan;

balrwa tata cara pembayiaran dana hibah sebagai dasar
pelaksanaan pemungutan <Ji Bidang Kehutanan perlu dibuat
Peraturan Bupati Katingan;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ttlntang Kehutanan
(Lembaran Negara Repubtrik lndonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kerbupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, K.abupaten Murung
Raya dan l(abupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Repunlik lndonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara l{omor 4180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik lndonelsia Tahun 2OO4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negi:lra Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lnrjonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437),
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5.

6.

7.
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9.
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Un,Cang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan

Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2A04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negana

Nomor 4438)',

Peraturan Femerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

Selragai Daerah Otonorn (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nonror 34 Tahun 2002 tentang Tata
Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor

66, Tanbahan Lembaran N,3gara NJomor 424Q,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 l-ahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Talrun 2005 Nomor 139, Tambahan l-embaran Negara
Nomor 4577);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kewenangan Kabupaten Katingan Sebagai
Daerah Otonom (Lembararr Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2OO4 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten katingan (Lembaran
Dererah Tahun 2004 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERN\TURAN BUPATI KATilNGAN TENTANG TATA CARA
PEMT]IAYARAN DANA HIBAI.I DARI SEKTOR KEHI.JTANAN.

tsAB I

KETENTUAN UMIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yanrg dimaksud dengan .

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
mas'yarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang benarenang mengatur rian mengurus urusan pemerintah
dan kepentingan masyara[..at setempat menurut prakarsa
sencliri berdasarkan aspirasi masyarakat daiam Sistim Negara
Kesiatuan Republik lndonesia ;

Menetapkan :
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2.

J.

4.

5.

6.

7.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Bupati adalah Bupati Katingern;

DPRD adalah Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan ;

Pererturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;

Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;

Dana Hibah adalah sumbangan terhadiap pembangunan
daerah Kabupaten Katingan, atas realiselsi produksi hasil
hutern berupa kayu terhadap RKT berjalan ;

Kehutanan adalah system p,engurusan yang bersangkut paut
denSyan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang
diselenggarakan secara terpradu ;

Hutan adalah satu kesatuian ekosistem berupa hamparan
lahan yang berisi sumber claya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkunganya, yang satu
dengan lainya tidak dapat di1>isahkan ;

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang
hutan berupa Kayu (HHK) dan Hasil Hutan
(HHtsK) selain tumbuhan dan satwa liar;

berupa hasil
Bukan Kayu

ljin Usaha Pemanfaatan Hitsil Hutan Kayur (IUPHHK) pada
hutan alam yang sebelunrnya disebut F{ak Pengusahaan
Hutan(HPH) adalah ijin untuk memanfaatkan hutan produksi
yang kegiatanya terdiri dari pemanenan atau penebangan 

,

penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan
pemasaran hasil hutan kayu ;

ljin Usaha Pemanfaatan Hiesil Hutan Kayu (IUPHHK) pada
hutarn tanaman yang sebelr-rmnya disebut Hak Pengusahaan
Hutarn Tanaman (HPHT) adalah ijin untr.ik memanfaatkan
hutain produksi yang kegiatilnya terdiri dari penyiapan lahan,
pembenihan dan pembibil,an , penanaman, pemeliharaan,
pen()amanan, pengolahan dian pemasaran hasil hutan kayu ;

ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (lUpHHK) adalah
ijin untuk melakukan pengi:rmbilan hasil hutan kayu meliputi
penranenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran
unturk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam
hutan produksi 

;

Badan Usaha adalah perusiahaan yang berbadan hukum dan
memiliki perijinan yang syerh dari instansi bennrenang yang
bergerak dalam bidang usaha kehutanan ;

Pemegang ijin adalah Badarn Usaha Milik Swasta (BUMS),
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan yang diberi ijin
untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan
atau pemungutan hasil hutan ;
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17.

16, Pemegang tjin Lainya yang Syah (lLS) erdalah penugasan
Khu:rus Kepada Badan Usaha Milik Negara, IPK dan IPHHK ;

ljin Pemanfaatan Kayu (lPK) adalah ijin untuk melaksanakan
penr:)bangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang
telah ditetapkan atau pada Areal Pembangunan Lain (APL),
Kawiasan Budidaya Non Kelrutanan (KBNK) untuk keperluan
penLrangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan ;

Hak Pengusahaan Hutan Kiemasyarakatan (HPHKm) adalah
ijin pemanfaatan hutan produksi yang diberikan kepada
kopr:rrasi / Lembaga Masyarakat sekitar yang tujuanya dalam
rangka meningkatkan kes,ejahteraan masyarakat disekitar
hutern ;

LPH adalah laporan Hasil Penebangan perusahaan yang
suderh oleh Pejabat Kehutanan yang berwenang dan sudah
luna,s kewajiban finansial kehutananya ;

Target produksi adalah jurnlah produksi irasil hutan ( kayu
dan bukan kayu) yang diijinkan pernerintah kepada
Perusahaan dalam 1 (satu)-l'ahun ;

Daniil Hibah dari bidang usalra sektor kehutanan adalah Dana
Hibarh dari sektor kehutanart atas produksi hasil hutan berupa
kayr"r oleh pemegang lUPl-lHt(lPKlLS kepada Pemerintah
Kabr.rpaten Katingan yanlJ dimasukan dalam Anggaran
PenrJapatan dan Belanja Daenah.

Atasan Langsung Pejabat Penerima berupa Dana Hibah
adalah Pejabat Struktural yang bertugas memerintahkan
Pejabat Penerima, yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati
Katirrgan atas usul Kepala Drnas Kehutanan;

Fejabat Penerima Dana Hihah adalah pejabat yang ditunjuk
deng;an Keputusan Bupati l'(atingan atas usul Kepala Dinas
Kehutanan,

tsank Penerima Dana Hibat"r adalah PT. Bernk Pembangunan
Kalirnantan Tengah Cabang Kasongan ;

Pemegang IUPHHI(HPHKrn/lLS adalah pemberi Sumbangan
Pihak Ketiga berupa Dana lHibah terhadap realisasi produksi
hasil hutan;

Bukti setor Dana Flibah adalah suatu Bukti
pembayaran/penyetoran ataiu transfer dari Bank yang resmi
atau fotocopy bukti setor yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang; benvenang

BAB II

Elesarnya Peroleharr Dana Hibah
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Pasal 2

Berdasarkan Nota kesepakatan antara Bupi,rti Katingan, DPRD Kabupaten
Katingan dengan pemesJang ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
yang berusaha diwilayalr Kabupaten Katingan, disepakati besarnya Dana Hibah
yang diperhitungkan dari realisasi Volume kayu bulat hasil produksi RKT Tahun
berjalan;

Pasal 3

Dana Hibah Diperolell'r Dari :

(1). Realisasi Produksi Kayu Bulat yang diprorluksi oleh pemegang ljin Usaha
Pehanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK:) terhadap RKT Tahun berjalan
sebesar Rp. 8000,JM3;

(2). Terhadap kayu hasil lelang, berdasarkan Risalah Lelang sebesar Rp. 5000,-
/M3;

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN PERHII"UNGAN DANA HIBAH

Pasal 4

Tata Cana Perhitungan Dtana Hlbah

Dinas Kehutanan memperhitungkan Dana Hibat'r atas volume produksi kayu bulat
berdasarkan Usulan Laporan Hasil Produksi yang telah disyahkan atau
berdasarkan Risalah Lelang;

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran Dana Hibah

(1) Pemegang ljin Usaha Pemanfaatan Hasil lilutan Kayu dan pemegang Lelang
menyampaikan darr atau menyetorkan Dana Hibah berdasarkan perhitungan
realisasi produksi lle rekening Pemerintah []aerah Kabupaten Katingan pada
PT. Bank Pembangunan Kalimantan Terngah Cabang Kasongan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah Perhitungan dis;ampaikan;

(2) Bukti setor sebagiaimana dimaksud padi:r ayat (1), disampaikan kepada
Kepala Dinas Kehutanan;

(3) Kepala Dinas Kehutanan setiap tanggal 5 lrulan berikutnya menyampaikan
laporan realisasi Pernerimaan berupa Dana lilibah kepada Bupati;
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BAB IV

PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggal cliundangkan 

;

fgar s.etiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan menempatkanya iatam Berita Daerin Kabupaten Katingan.

Ditetapkeln di Kasongan

pada tanggal:t Oktober 2OO7

BpPATt IK.AT!NcAN

\,,
ll a,y-L./

DUWEL IRAWING

Diundangkan di Kasongan

Pada tanggal,,o Oktober :2I-OOT

PIt. SEKRETARIS DAERI\H
KABUPATEN KATINGAN

NAGAENTAR. I. SALOH, I!}E,SE.
PEMBINA TINGKAT I
NtP. 530003151

BERITA DAERAH I(ABUPI\TEN KATINGAN TAHUI\I 2OO7 NOMOR ...!Q.. ...
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